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TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KONSTITUSI, SISTEM

KETATANEGARAAN DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis “constituer” yaitu sebagai suatu
ungkapan yang berarti membentuk.4 Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi
lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan
suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan
sebagai  suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang
dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.*

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti
yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan
oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga
dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami
konstitusi sebagai hukum dasar (gronwet) dalam suatu negara.

Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga
keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit
misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari Perancis, dalam bukunyatraite de
droit constututionnel, dia memandang negara dari fungsisosialnya.
Pemikiran Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai

oleh Auguste Comte, menurutnya hukum itu adalah penjelmaan de facto dari
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ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat
itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan
yang terjelma di dalam sociale solidariteit (solidaritas sosial). Oleh karena itu,
yang harus ditaati adalah sociale recht itu. Bukan undang-undang yang hanya
mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa®.

Lain halnya dengan Wheare, salah seorang pakar konstitusi modern,
dikutip dalam buku Jazim Hamidi yang berjudul Hukum Perbandingan
Konstitusi, berujar, “...it use to describe the whole system of government of a
country, the collection of rules which establish andregulate or govern the
governmonet”.Konstitusi  dalam  pandanganWheare tersebut di atas, selain
dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem
pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan
mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan.

Sementara itu, Jimly Asshiddigie, mendefinisikan konstitusisebagai
hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.
Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang
Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak
semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar. Kerajaan
Inggris misalnya, tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai
konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional.

Berangkat dari pendapat beberapa ahli tentang pengertian konstitusi

di atas, menurut hemat penulis dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai
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batasan-batasan pengertian konstitusi yang dirumuskan sebagai berikut :
Pertama, konstitusi merupakan suatu kaidah hukum yangmemberikan batasan-
batasan terhadap kekuasaan dalam penyeleggaraansuatu negara; Kedua,
mendeskripsikan tentang penegakan hak-hak asasi manusia; dan ketiga, konstitusi
berisikan materi mengenai susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental.

Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar
(basic norm) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa,
sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang
menghendaki the rule of law.

Konstitusi ~ juga  disebut sebagai ground wet atau dalam
oxforddictionary of law, perkataan Constituion diartikan sebagai : ”...the rule
and practices that determine the composition and functions of the organs of the
central and local government in a state and regulate the relationship bet-ween
individual and the state”. Artinya, yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan
organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat pemerintah daerah (local government), tetapi juga mekanisme hubungan

antara negara atau organ negara itu dengan warga Negara.

. Sistem Ketatanegaraan

Katasistem berasaldaribahasaLatin,yaitu systema.Sistemadalahsuatu
kesatuan yang terdirikomponenatau elemenyang dihubungkan bersama untuk
memudahkan aliraninformasi, materiatauenergi. Kata sistem banyak sekali

digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalamforumdiskusimaupun dokumen
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ilmiah.Katainidigunakanuntukbanyakhal,danpadabanyakbidang pula,
sehinggamaknanyamenjadiberagam.Dalampengertianyang palingumum, sebuah
sistemadalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.
Sedangkankataketatanegaraanberasaldarigabungan2(dua) kata,yaitu tata
dannegara. Kata tata mempunyai makna, Yyaitu mengatur dan Negara
mempunyai arti, yaitu suatu wilayah di permukaanbumiyang kekuasaannya baik
politik, militer, ekonomi, sosialmaupun budayanyadiaturolehpemerintahan
yangberadadi wilayah tersebut

Undang Undang Dasar1945telahmengalamiperubahan-perubahan mendasar
sejak dari Perubahan Pertama pada tahun1999sampaike Perubahan Keempatpada
tahun2002. Perubahan-perubahanitujjuga meliputimateriyang
sangatbanyak,sehinggamencakuplebihdari3(tiga)kalilipatjumlahmateri
muatanasliUndangUndangDasar1945.  JikanaskahasliUUD1945berisi71  butir
ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah
materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD
1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002
sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekali
dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945°,

Sehubungan dengan itu penting disadai bahwa sistem Kketatanegaraan

Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami
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perubahan- perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga
mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ negara Republik
Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyak
pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945
itu. Empat diantaranya adalah :*
a. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan
saling melengkapi secara komplamenter;
b. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances”
c. Pemurnian sistem pemerintah presidential; dan
d. Pengeuatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dan kedaulatannya ada di twngan
rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu pemilik
kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang
sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.
Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan
rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang
ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu,
prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie)
hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang

yang sama. Untuk itu, Undang Undang Dasar negara Kkita menganut

*Ibid,him.16



pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang
demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus adalah Negara
Demokrasi yang berdasarkan atau hokum (constitutional democracy) yang
tidak terpisahkan satu sama lain®.

Kedaulatan rakyat Indonesia diselenggarakan secara langsung dan melalui
sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga
cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; presiden
dan wakil presiden ; dan kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Dalam menetukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan-
ketentuan hukum berupa Undang Undang dasar dan Undang-Undang (fungsi
3Legislatif), serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol)
terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu
disalurkan melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-
daerah propinsi dan kabupaten/kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga
disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah®.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan

melalui pemilihan umum untuk memlih anggota lembaga perwakilan dan

>JimlyAsshiddigie, StrukturKetatanegaraanR1,Makalah:PenegakanHukumDalam
EraPembangunanBerkelanjutan,Denpasar,2003,him8.
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memilih Presiden dan Wakil presiden. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat
pula disalurkan setipa waktu melalui pelaksanaan hak dan kebebasan
berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, kebebasan
pers, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya
yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat
yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah
sesuai dengan prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya
lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan
fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi
yang berdasar atas hukum (demokrasi ~ Konstitusional) dan prinsip negara
hukum  yang demokratis tersebut di atas. Bersamaan dengan itu, negara
Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara
Kekuasaan (Machtstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan
terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan
dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam
Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin
keadilan bagi 4 setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh
pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada
hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan
prinsip nomokrasi (nomcrasy) dan doktrin ,,the Rule of Law, and not of Man*.

Dalam kerangka ,,the rule of Law™ itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum



itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan
dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).

Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip
supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari
kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan
dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat
(democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan
dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).
Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-
prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan
hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen
kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Bahkan, dalam sistem
presidensil yang dikembangkan, konstitusi itulah yang pada hakikatnya
merupakan Kepala Negara Republik Indonesia yang bersifat simbolik
(symbolic head of state), dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai
penyangga atau ,,the guardian of the Indonesian constitution®.’”

Ketentuan mengenai cita-cita negara hukum ini secara tegas dirumuskan
dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: ,,Negara Indonesia adalah
Negara Hukum®, sebelum ini, rumusan naskah asli UUD 1945 tidak

mencantumkan ketentuan mengenai negara hukum ini, kecuali hanya dalam
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penjelasan UUD 1945 yang menggunakan istilah ,rechtsstaat™. Rumusan 5
eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum baru terdapat dalam Konstitusi
Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara
Tahun 1950. Untuk mengatasi kekuarangan itulah maka dalam perubahan ketiga
UUD 1945, ide negara hukum (rechtstaat atau the rule of law) itu diadopsikan
secara tegas ke dalam rumusan pasal UUD, yaitu pasal 1 ayat (3) tersebut diatas.
Sementara itu, ketentuan mengenai prinsip kedaulatan rakyat terdapat dalam
pembukaan dan juga pada pasal 1 ayat (2). Cita-cita kedaulatan tergambar dalam
pembukaan UUD 1945, terutama dalam rumusan alinea IV tentang dasar negara
yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila.

Dalam alinea ini, cita-cita kerakyatan dirumuskan secara jelas sebagai
“Kerakyatan  yang  dipimpin oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam
permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam rumusan pasal 1 ayat (2),
semangat kerakyatan itu ditegaskan dalam ketentuan yang menegaskan bahwa
“kedaulatanberadaditanganrakyatdandilaksanakanmenurutUndang-
UndangDasar”.

. Pemisahan / Pembagian Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya
diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan
penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang
diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. 26

Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke

dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu,



prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of
power). Akan tetapi, dalam Undan-Undang dasar hasil perubahan, prinsip
kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara
memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang
dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling
mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip ,,checks and balaces” dalam
Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. 27

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan
Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat
dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas
pengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa
Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil
Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil
Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang
kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan
seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu,
prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus
dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan
Rakyat.

Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan



ke dalam Majelis Perusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan
Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga perwakilan itu itu
adalah sederajad dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-
sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip

,,Check and balances®. Dengan adanya prinsip ,,Check and balances™ ini,
maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan
sesebaik- baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
penyelenggara negara ataupun  pribadi-pribadi  yang kebetulan  sedang
menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat
dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya, Pasal-pasal yang dapat
dianggap  mencerminkan perubahan tersebut antara lain adalah perubahan
ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) Juncto pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat
(5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsi legislatif ada pada Dewan
Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalah kepala eksekutif. Disamping itu,
ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi dijadikan tempat
kemana presiden harus bertanggungjawab atau menyampaikan pertanggung-
jawaban jabatannya.

Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi yang diberi
kewenangan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang
Undang Dasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga mencerminkan
dianutnya asas pemisahan kekuasaan dan prinsip ,,check and balances™ antara

cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu memastikan tafsir



berkenaan  dengan terjadinya pergeseran MPR dari  kedudukannya
sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan Presiden

berdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip ,,check and balances®.

. Dewan Perwakilan Daerah
DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya DPR yang mewakili
masyarakat pada wilayah tertentu. Seluruh anggota MPR yang sekarang adalah
hasil Pemilu. DPD merupakan alternatif baru bagi bentuk “utusan daerah” di
MPR, yang lebih merepresentasi-kan kepentingan daerah. Bila pada MPR sistem
yang lama anggota utusan daerah merupakan hasil pemilihan eksklusif anggota
DPRD Provinsi, maka anggota DPD dipilih melalui Pemilu melalui sistem distrik
berwakil banyak. Dalam sisitem ini, masyarakat langsung memilih nama kandidat,
yang memang disyaratkan untuk independen (bukan pengurus Partai Politik).
Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan
masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas
partisipasi daerah dalam kehidupan nasional; serta untuk memperkuat Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka dalam rangka pembaharuan konstitusi, MPR
RI membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia (DPD RI). Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui
perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945) pada bulan November 2001.
Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia

berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut



tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang baik
di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya di Panitia Ad Hoc I. Proses
perubahan di MPR RI selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan-
pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan
yang bersifat akademis, dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di
negara-negara lain khususnya di negara yang menganut paham demokrasi.

Dalam proses pembahasan tersebut, berkembang kuat pandangan tentang
perlu adanya lembaga yang dapat mewakili kepentingan-kepentingan daerah, serta
untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan antara pusat dengan daerah,
secara adil dan serasi. Gagasan dasar pembentukan DPD RI adalah keinginan
untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang
lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-
hal terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Keinginan
tersebut berangkat dari indikasi yang nyata bahwa pengambilan keputusan yang
bersifat sentralistik pada masa lalu ternyata telah mengakibatkan ketimpangan dan
rasa ketidakadilan, dan diantaranya juga memberi indikasi ancaman keutuhan
wilayah negara dan persatuan nasional. Keberadaan unsur Utusan Daerah dalam
keanggotaan MPR RI selama ini (sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-
Undang Dasar 1945) dianggap tidak memadai untuk menjawab tantangan-
tantangan tersebut.

Pasal 22D UUD 1945 sangat melemahkan peran DPD dalam bidang

legislasi karena hanya memberikan wewenang sangat terbatas. Dalam pasal 40



diatur bahwa DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga Negara.

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai
lembaga Negara dan mempunyai fungsi: Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan
dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu,
Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu (UU No.22 Tahun 2003
Pasal 41).

Konsensus politik bangsa Indonesia melalui reformasi 1998 telah
menghasilkan perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia yang dituangkan
dalam konstitusi. Perubahan tersebut antara lain menghadirkan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan selain Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR RI)

Lembaga DPD RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 tahun
2001 dalam rangka penguatan kelembagaan dari semula hanya setingkat Fraksi
Utusan Daerah di MPR RI untuk mengatasi masalah hubungan pusat-daerah dan
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam NKRI serta membangun mekanisme
check and balances antar cabang kekuasaan negara dan dalam cabang kekuasaan
legislatif itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka visi DPD RI adalah sebagai berikut :

Menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai lembaga
perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi
daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara

kesatuan Republik Indonesia



Berdasarkan visi tersebut, rumusan misi DPD RI disepakati sebagai berikut:

1. Memperkuat kewenangan DPD RI melalui amandemen UUD 1945;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan  fungsi  legislasi, pengawasan dan
penganggaran sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan
Undang-Undang;

3. Memperkuat kapasitas pelaksanaan fungsi representasi yang mencakup
penampungan dan penindaklanjutan aspirasi daerah dan pengaduan
masyarakat serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang kelembagaan
DPD RI dalam rangka akuntabilitas publik;

4. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga
negara/pemerintah dan non pemerintah di dalam negeri dan lembaga
perwakilan negara-negara sahabat termasuk masyarakat parlemen
internasional;

5. Meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan baik yang menyangkut
tampilan perorangan para anggota DPD RI maupun pelaksanaan fungsi
kesekretariatan jenderal termasuk tunjangan fungsional/keahlian.

Tugas dan Wewenang Lembaga DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22D
dan UU No.22 Tahun 2003 Pasal 42,43 dan 45

(1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelelolaan sumber daya alam dan suimber daya



ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah;
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaraan pendapatan
dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan , dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta
menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

(4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Berbagai hal tentang tugas dan wewenang DPD ini kemudian diatur lebih
lanjut dalam UU No 22 Tahun 2003 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46, Pasal
47 yakni sebagai berikut:

Pasal 42:



1)

)

(3)

1)

(2)

3)

DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah.

DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksudkan
pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas
sesuai tata tertib DPR.

Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud
pada ayat (1) dengan pemerintah.

Pasal 43:

DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat
dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-
undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah
pada awal Pembicaraan Tingkat | sesuai peraturan tata tertib DPR.
Pembicaraan Tingkat | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian



(4)

1)

@)

3)

pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta

tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.

Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara

DPR dan pemerintah.

Pasal 44:

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk

tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan

pemerintah.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi

DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

Pasal 45:

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis sebelum pemilihan anggota BPK.

Pasal 46:

(1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai  otonomi  daerah, pembentukan, pemekaran, dan

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber



daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) disampaikan

kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 47:

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk
dijadikan bahan membuat pertimbagan bagi DPR tentang rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan APBN.

Atau tugas dan kewenangan DPD antara lain :

1. DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah

2. DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah

3. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
Badan Pemeriksa Keuangan.

Keanggotaan Lembaga DPD

Pemilu anggota DPD merupakan satu fenomena baru dalam dunia politik
Indonesia. Tetapi, tidak seperti pemilu yang lain, pemilu DPD tidak melibatkan
partai politik, baik sebagai institusi. Untuk dapat menjadi calon anggota DPD,
peserta pemilu dari perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan
ketentuan:

Provinsi yang berkependudukan sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang

harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilu, Provinsi



yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000
(sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu)
orang pemilih.

(UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum angoota DPR, DPD,
DPRD, Pasal 1)

Syarat Keanggotaan :

(1) Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga
tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal
pengajuan calon atau berdomisili selama sepuluh tahun sejak berusia 17
tahun di provinsi yang bersangkutan.

(2) Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun
yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

(1) (Ketentuan pasal 63 UU No.12 Tahun 2003)

PemberhentianAnggota dewan perwakilan daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang dan
Masa Jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat
Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janiji.

DPD juga memiliki hak, yaitu:

a) Menyampaikan usul dan pendapat
b) Memilih dan dipilih

c) Membela diri

d) Imunitas

e) Protokoler dan



Adapun kewajibannya, yaitu:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

Mengamalkan Pancasila

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-
undangan.

Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan
keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat dan daerah.

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan.

Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada pemilih dan daerah pemilihannya.

Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD, dan

Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.



